





Bab ini akan menjelaskan secara umum tentang hal-hal apa saja yang ada 
dalam penelitian ini. Dimulai dari latar belakang permasalahan yang akan 
menjelaskan awal permasalahan sehingga terjalinnya suatu kerjasama antar 
lembaga internasional dan organisasi domestik. Selanjutnya bab ini juga akan 
menjelaskan beberapa landasan konseptual serta penelitian terdahulu yang akan 
digunakan sebagai acuan untuk penelitian. Pada bagian terakhir akan dijelaskan 
pula tentang metode penelitian dan sistematika penulisan. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sebagai salah satu upaya pembangunan nasional, Indonesia turut berperan 
aktif dalam Millennium Development Goals (MDGs). MDGs adalah sebuah 
deklarasi Millenium hasil dari kesepakatan 189 kepala negara anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada bulan September 
tahun 2000. Targetnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan 
masyarakat pada tahun 2015. Kesepakatan tersebut dihasilkan pada KTT PBB di 
New York dan menjadi komitmen bagi semua negara yang telah menyepakati dan 
menandatangani hasil tersebut. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing 
dan komunitas internasional untuk mencapai delapan butir tujuan pembangunan 
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dalam MDGs, yaitu:1 (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan, (2) 
Mewujudkan Pendidikan Dasar untuk semua, (3) Mendorong kesetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan, (4) Menurunkan angka kematian anak, (5) 
Meningkatkan kesehatan Ibu, (6) Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta 
penyakit menular lainnya, (7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan (8) 
Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 
Diharapkan dengan adanya program MDGs ini, negara-negara anggota dapat 
berkembang menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Indonesia sebagai salah satu 
negara yang ikut menyepakati MDGs ini harus mampu bertanggung jawab serta 
berkomitmen untuk ikut melaksanakan program tersebut sehingga tujuan dan 
target MDGs dapat tercapai. Berdasarkan butir keenam yaitu memerangi HIV dan 
AIDS, malaria serta penyakit menular lainnya, Tuberkulosis (TB) juga menjadi 
salah satu target pembangunan yang harus segera diatasi.  
TB merupakan pembunuh nomor dua setelah HIV/AIDS sebagai pembunuh 
terbesar di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, dunia juga telah menetapkan 
penyakit TB sebagai penyakit menular dan berbahaya. Keadaan yang sesak dan 
panas serta lingkungan yang tidak sehat menjadi media yang paling berpengaruh 
dalam penyebaran penyakit ini. TB merupakan penyakit menular langsung yang 
disebabkan oleh kuman (Mycobacterium Tuberculosis) yang menyerang paru.2 
Penyakit TB dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui batuk dan bersin.  
                                                 
1 Peter Stalker, Millennium Development Goals, diakses dalam 
http://www.undp.org/content/dam/indonesia/docs/MDG/Let%20Speak%20Out%20for%20MDGs
%20-%20ID.pdf (30/9/2016, 13.40 WIB). 
2 Penyakit Tuberkulosis, diakses dalam http://tuberkulosis.org/penyakit-tuberkulosis-TB/ 
(24/9/2016, 21:06 WIB). 
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Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting di 
dunia. Pada tahun 1992 World Health Organization (WHO) telah mencanangkan 
Tuberkulosis sebagai Global Emergency.3 Berdasarkan laporan data Global TB 
WHO, penemuan kasus TB baru di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 
bertambah. Meningkatnya angka penemuan kasus dan jumlah penderita TB 
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masyarakat yang hidup di wilayah 
kumuh, kurangnya infrastruktur kesehatan untuk pengobatan penyakit TB, dan 
perkembangan penduduk yang meningkat. Dalam konteks ini penulis 
menggunakan tahun 2010 sampai 2015 untuk melihat pertumbuhan dan 
perkembangan TB di Indonesia. 
Pada tahun 2010, penderita TB di Indonesia meningkat menjadi 300.659 
penduduk dari 292.753 penduduk di tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 
2011, angka penderita TB di Indonesia kembali meningkat menjadi 321.308 
penduduk. Kenaikan angka tersebut berlanjut hingga pada tahun 2012, yakni 
sebesar 331.424 penduduk. Namun pada tahun selanjutnya, tepatnya tahun 2013, 
angka penderita TB di Indonesia kian menurun selama dua periode berturut-turut 
sampai tahun 2014. Sebanyak 327.103 penduduk di tahun 2013 dan 324.539 di 
tahun 2014. Sementara itu, pada tahun 2015, angka penderita TB kembali 
meningkat menjadi 330.729 penduduk. Angka tersebut adalah pencapaian 
tertinggi penderita TB di Indonesia dari kurun waktu 2010-2015. Jika di rata-rata, 
Indonesia termasuk dalam lima besar negara yang mempunyai angka kesakitan 
                                                 
3 Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2006, Tuberkulosis, diakses dalam 
http://www.klikpdpi.com/konsensus/tb/tb.html (25/9/2016, 19:28 WIB). 
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TB yang cukup tinggi. Indonesia berada di urutan keempat setelah India, China 
dan Afrika Selatan.4 
Sedangkan dalam konteks penelitian ini, angka penderita TB di Kota 
Malang mengalami nak turun setiap tahunnya. Tahun 2010 angka penderita TB 
sebesar 1670 penduduk dan mengalami peningkatan pada tahun 2011, yakni 
sebesar 2001 penduduk. Dalam kurun waktu tahun 2011 ke tahun 2012, angka 
penderita TB di Kota Malang mulai menurun. Namun kenaikan angka penderita 
TB kembali terjadi di tahun 2013, yaitu sebesar 1514 penduduk dari 1459 
penduduk di tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015, angka 
penderita TB mengalami penurunan kembali, yaitu dari 1433 penduduk menjadi 
1366 penduduk.5 
Peneliti memilih Kota Malang sebagai objek penelitian, karena Kota Malang 
menduduk peringkat ke delapan dalam angka penderita TB di Jawa Timur setelah 
Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, 
Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Sumenep. 
Selanjutnya, Kota Malang melalui SSR ‘Aisyiyah Kota Malang merupakan 
lembaga pelaksana program kerjasama penanggulangan TB yang terjalin antara 
Global Fund dan PP ‘Aisyiyah. Selain itu, kerjasama yang dijalin mempunyai 
project kedepan, yaitu berlangungnya periode NFM pada tahun 2017, dimana 
program ini akan menggabungkan dua penyakit untuk penanggulangan penyakit 
TB, yaitu TB-HIV.  
                                                 
4 Data didapatkan dari Laporan Global TB WHO pada tahun 2011-2016. 




 Lebih Lanjut, beberapa upaya telah dilakukan untuk menanggulangi 
permasalahan penyakit TB, contohnya seperti di tingkat global, Stop TB 
Partnership dibentuk sebagai kemitraan global yang mendukung negara-negara 
untuk meningkatkan upaya pemberantasan TB, mempercepat penurunan angka 
kematian dan kesakitan akibat penyakit TB. Tujuan utamanya adalah 
berkontribusi guna mendukung pemerintahan dalam upaya pengendalian TB di 
wilayahnya. Forum ini diharapkan mampu untuk membantu mengatasi beban 
masalah TB nasional.6 
Selanjutnya, terdapat pula kerjasama yang dijalin antara negara dengan 
organisasi internasional. Contohnya seperti kerjasama Indonesia dengan Global 
Fund. Global Fund adalah lembaga keuangan internasional yang berdedikasi 
untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk mencegah dan mengobati 
HIV AIDS, TB dan Malaria (ATM). Berdiri pada tahun 2002, Global Fund 
merupakan kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan 
orang-orang yang hidup/terinfeksi dengan HIV, TB dan malaria. Global Fund 
mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk mendukung program 
penanggulangan ketiga penyakit tersebut yang dilakukan di lebih dari 140 
negara.7  
Dalam menjalankan programnya, Global Fund memiliki beberapa prinsip 
dasar, yaitu kemitraan, transparansi, serta pemberian dana berdasarkan hasil 
pelaksanaan program. Dalam pelaksannan program, Global Fund melibatkan 
                                                 
6 Forum Stop TB Partnership Indonesia, diakses dalam 
http://stoptbindonesia.org/dok/BUKU%20JUKLAK.pdf, (2/10/2016, 13:07 WIB). 
7 The Global Fund, Country Coordinating Mechanism Indonesia, diakses dalam 
www.theglobalfund.org/en/ccm/ (2/10/2016, 15:12 WIB). 
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seluruh mitranya untuk saling melengkapi dalam mengambil keputusan, karena 
pada dasarnya para ahli lokal di setiap negara adalah yang paling mengerti 
bagaimana cara memerangi AIDS, TB dan Malaria (ATM) di negara masing-
masing. Pendanaan diberikan kepada negara yang memang paling membutuhkan, 
serta benar-benar siap melakukan program pemberantasan ketiga penyakit 
tersebut.8 
Sejak pembentukannya pada tahun 2002, Global Fund telah menjadi lembaga 
keuangan utama dalam mendanai program penanggulangan penyakit ATM. 
Berdasarakan keputusan WHO tentang global emergency terhadap penyakit TB 
serta berdasarkan poin keenam dalam MDGs, yaitu memerangi HIV AIDS, 
Malaria, dan penyakit menular lainnya, Indonesia memutuskan untuk menjalin 
kerjasama dengan Global Fund untuk memerangi penyakit ATM yang ada di 
Indonesia. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Global Fund dimulai 
sejak tahun 2002. Kerjasama antara Indonesia dengan Global Fund dilakukan 
karena ada kesamaan persoalan, yaitu sama-sama harus memerangi penyebaran 
ketiga penyakit tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus kepada 
penanganan penyakit TB, karena TB merupakan penyakit pembunuh nomor dua 
setalah HIV AIDS dan angka penderita TB dari tahun ke tahun kian mengalami 
peningkatan. 
Lebih lanjut, Global Fund berkolaborasi secara bilateral maupun multilateral 
dengan berbagai negara maupun organisasi domestik dalam rangka mencegah dan 
menanggulangi ketiga penyakit tersebut. Dalam penanganan masalah TB, Global 




Fund awalnya berkerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Namun setelah 
beberapa periode berlalu, tepatnya pada tahun 2009 Global Fund mulai 
memperluas kerjasama dengan tiga lembaga yang ada di Indonesia, yaitu 
Departemen Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 
dan Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah.9 
 Adanya kerjasama yang dijalin oleh Global Fund dengan Indonesia 
memberikan pengaruh yang cukup positif bagi pemerintah, karena Global Fund 
tidak sekedar memberikan bantuan untuk mengatasi penyakit HIV/AIDS, Malaria 
dan TB, tetapi juga membantu dalam hal pembentukan Health System 
Strengthening (HSS) atau Penguatan Sistem Kesehatan.10 Namun juga terdapat 
fakta bahwa kerjasama tersebut sempat mengalami perselisihan, di mana ketika 
Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menolak beberapa klausal baru dalam 
regulasi Global Fund, yaitu tentang klausul hak imunitas dan privilege11, akses 
informasi seluas-luasnya, dan pembebasan pajak. Kementerian Kesehatan 
menolak hal tersebut karena bisa merugikan kedaulatan Indonesia.12 
Hal itu sejalan dengan tujuan dalam pembentukan rezim internasional. 
Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi 
                                                 
9 Kementrian Kesehatan, 2009, Lembar Fakta Ronde ke 8 GFATM di Indonesia, Jakarta, diakses 
dalam http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=322 (3/10/2016, 15:27 WIB). 
10 Kementerian Kesehatan RI, Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Dewan Global Fund ke – 31, 
diakses dalam http://www.depkes.go.id/article/view/2014350001/indonesia-tuan-rumah-
pertemuan-dewan-global-fund-ke-31.html (21/10/2017, 21:10 WIB). 
11 Hak imunitas dan keistimewaan yang diberikan kepada lembaga yang sudah disepakati dalam 
tata aturan diplomatik. Pemberian imunitas dan keistimewaan tersebut menimbulkan konsekuensi 
bahwa lembaga tersebut jika melakukan kesalahan tidak bisa dikenakan sanksi hukum yang 
berlaku. JAPI, Bantuan Yang Membunuh, Warta JAPI, diakses dalam 
https://xa.yimg.com/kq/groups/1014316/1818831460/name/Brosur+JAPI_Bantuan+yg+Membunu
h_Fix+Final.pdf. (25/10/2017, 14:12 WIB) 
12 Kemenkes Tolak Klausul Imunitas The Global Fund, diakses dalam http://pkbi.or.id/kemenkes-
tolak-klausul-imunitas-the-global-fund/ (21/3/2017, 21:30 WIB). 
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prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik yang bersifat eksplisit 
maupun implisit dan memuat kepentingan para aktor.13 Dalam ilmu Hubungan 
Internasional, adanya hubungan kerjasama akan menimbulkan suatu hubungan 
timbal balik dan akan menciptakan keuntungan antara negara-negara yang 
bekerjasama dalam bidang tertentu. Kerjasama yang dijalin harus memenuhi dua 
syarat. Pertama, setiap negara yang terlibat harus menghargai kepentingan 
masing-masing negara lain. Kedua, harus ada keputusan bersama dalam 
mengatasi persoalan yang timbul di tengah-tengah kerjasama. Suatu kerjasama 
juga memerlukan adanya komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan, 
agar kerjasama yang dijalin tetap terjaga.14  
Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah membentuk Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-
Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan 
hubungan luar negeri, kerjasama internasional, pelaksanaan politik luar negeri dan 
pembuatan perjanjian internasional.15  
Lebih lanjut, terkait kemitraan Indonesia dengan Global Fund, kerjasama 
telah dijalin pada tahun 2003 dan telah melalui beberapa ronde kerjasama. Ronde 
pertama dan kelima, saat Global Fund hanya memiliki satu mitra saja, yaitu 
                                                 
13 Anak Agung Banyu Perwita. Yanyan Mochamad Yani, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm: 28. 
14 Zulkifli. 2012, Kerjasama Internasional sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan 
Negara, Tesis, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indoneisa, diakses dalam 
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674-T30935%20-%20Kerjasama%20internasional.pdf 
(3/4/2017, 19:02 WIB). 
15 Satu Layanan Pusat Publik, Tata Cara Kerjasama Hubungan Luar Negeri, diakses dalam 
http://satulayanan.id/layanan/index/192/tata-cara-kerjasama-hubungan-luar-negeri/kemlu 
(21/3/2017, 19:19 WIB). 
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Kementerian Kesehatan yang berlangsung pada tahun 2003—2008. Selanjutnya, 
Global Fund menunjuk tiga mitra untuk menjadi pengelola dana utama, yaitu 
Kementerian Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas 
Indonesia dan PP ‘Aisyiyah melaksanakan program TB pada ronde kedelapan 
(2009-2014) berjudul Consolidating Progress and Ensuring Quality DOTS for 
All. Kerjasama antar Global Fund dan Indonesia terjadi karena Indonesia 
menempati urutan keempat di dunia dalam hal beban penyakit TB, dan 
mempunyai komitmen yang sama dalam mengatasi TB. Dana yang diberikan 
melalui melalui Kementerian Kesehatan akan dialokasikan untuk meningkatkan 
pemberian Obat Anti TB (OAT) kepada penderita dan program kerja lain yang 
telah dibentuk.16  
Adapun bantuan yang diberikan melalui FKM Universitas Indonesia 
digunakan untuk menguji coba Practical Approach to Lung (PAL) dengan 
melakukan pelatihan oleh lebih dari 1.600 dokter dan perawat. Serta 
meningkatkan kualitas 15 laboratorium. Program laboratorium tersebut akan 
menangani TB-HIV17 dan TB MDR18 dengan memastikan infeksi kontrol di 
Sarana Pelayanan Kesehatan. Sementara itu, bantuan yang ditandatangani PP 
‘Aisyiyah mempunyai target untuk memperkuat strategi Directly Observed 
                                                 
16 Kementrian Kesehatan, 2009, Lembar Fakta Ronde ke 8 GFATM di Indonesia, Jakarta, diakses 
dalam http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=322 (3/10/2016, 15:27 WIB). 
17 Orang yang mengidap penyakit HIV lebih cepat akan tertular bakteri TB. Hal itu dikarenakan 
sistem kekebalan tubuh Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) cenderung menurun. Sehingga 
mempercepat proses infeksi TB. Yayasan Spiritia, Info Dasar TB¸ diakses dalam 
http://spiritia.or.id/cst/bacacst.php?artno=1029, (26/10/2017, 14:40 WIB). 
18 TB-MDR adalah Multidrugs Resistant Tuberculosis. Yaitu penyakit TB yang kebal terhadap 
Obat Anti TB (OAT). TB MDR resistan terhadap minimal dua obat anti TB yaitu etambutol, 
streptomisisn dan pirazinamid. Ciri Fisik dari MDR-TB, diakses dalam 




Treatment Short-course (DOTS)19 dalam masyarakat dan fasilitas kesehatan. 
Selain itu, ‘Aisyiyah juga akan melakukan kegiatan advokasi kepada jajaran 
eksekutif dan legislatif pemerintah, penjara dan sektor swasta termasuk 
melakukan kampanye melalui media massa tentang penyakit TB. Sub-penerima 
program ini adalah propinsi cabang PP ‘Aisyiyah.20 
PP ‘Aisyiyah adalah organisasi otonom khusus Muhammadiyah yang 
didirikan di Indonesia pada 19 Mei 1917 dengan kepedulian terhadap isu-isu 
sosial dan keagamaan. Salah satu program PP ‘Aisyiyah dalam bidang sosial 
kesehatan adalah Community TB Care PP ‘Aisyiyah. Community TB Care PP 
‘Aisyiyah adalah program penanggulangan TB berbasis masyarakat yang 
merupakan bagian dari program Majelis Kesehatan di bawah pembinaan PP 
‘Aisyiyah.21 Melalui program TB Care tersebut, PP ‘Aisyiyah melakukan upaya-
upaya untuk membangun kesehatan di Indonesia sehingga dapat menanggulangi 
permasalahan penyakit TB di Indonesia.  
PP ‘Aisyiyah sudah menjalin kerjasama dengan Global Fund pada tahun 
2003-2008, tetapi dalam periode ini, PP ‘Aisyiyah masih menjadi bagian dari 
Kementerian Kesehatan. Baru pada tahun 2009-2014 ‘Aisyiyah mulai dipercaya 
untuk menjadi pengelola dana utama penanggulangan TB oleh Global Fund 
                                                 
19 Strategi DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. Fokus utama 
adalah strategi ini adalah menemukan suspek Tuberkulosis dan melakukan perawatan dan 
penyembuhan terhadap pasien TB. Papuan Youth Health, DOTS, 5 Komponen Jitu Pengendali TB, 
diakses dalam http://papuanyouthhealth.org/dots-5-komponen-jitu-pengendali-tb/ (25/10/2017, 
15:35 WIB). 
20 Ibid. 
21 Profil Organisasi PP ‘Aisyiyah, diakses dalam http://www.TBarePP ‘Aisyiyah.org/tentang-
kami/profil-organisasi/ (4/2/2017, 12:43 WIB). 
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dalam program Community TB Care. Sebagai Principal Recipient (PR)22, PP 
‘Aisyiyah bertanggung jawab untuk mengkoordinir 23 penerima dana sekunder 
atau Sub Recipient (SR) yang melibatkan 16 Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dan 6 
Mitra NGO yakni Pusat Kesehatan Peduli Umat (PKPU), TB Care Yarsi, Layanan 
Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), Layanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), 
Persatuan Dharma Karya Indonesia (Perdhaki) NTT, dan Kelompok Masyarakat 
Peduli (KMP) TB Sidobinangun.23  
Kerjasama yang terjalin antara Global Fund dan PP ‘Aisyiyah terus 
berlanjut ke periode selanjutnya, tepatnya dalam ronde Single Stream of Funding 
(SSF) yang berjalan dari tahun 2014-2016. Keberhasilan ‘Aisyiyah sebagai PR 
pada ronde kedelapan telah mengantarkan PP ‘Aisyiyah untuk dipercaya kembali 
oleh Global Fund dalam menjalankan ronde SSF. Wilayah kerja dalam ronde SSF 
lebih spesifik, yaitu mencakup 12 provinsi dan 48 kabupaten/kota.24 Penulis akan 
menggunakan periode ini untuk menjelaskan bagaimana implentasi kerjasama 
yang terjalin antara Global Fund dan PP ‘Aisyiyah dalam menanggulangi TB 
tahun 2014-2016.  
Kerjasama tersebut mempunyai tujuan untuk memperkuat DOTS dalam 
masyarakat dan struktur pemerintahan. Selain melakukan strategi DOTS dalam 
penanggulangan penyakit TB, PP ‘Aisyiyah melalui TB Care juga melakukan 
kegiatan advokasi kepada pihak pemerintah maupun organisasi-organisasi lain 
                                                 
22 Principal Recipient dalam Global Fund dapat diartikan sebagai organisasi pengelola dan 
menerima dana hibah langsung dari Global Fund. Organisasi ini kemudian akan mengatur, 
mendistribusikan, mengelola serta memantau dana hibah tersebut. 
23 PR TB ‘Aisyiyah, Gerakan Masyarakat Satu Langkah Untuk Indonesia Bebas TB-HIV, 2017, 




dengan cara penyuluhan kesehatan/sosialisasi tentang penyakit TB di masyarakat. 
Diharapkan dengan berjalannya kegiatan ini, pemerintah dan organisasi lain dapat 
turut serta dalam upaya penanggulangan penyakit TB.25 
Penyakit TB adalah penyakit yang sangat dipengaruhi oleh pola hidup 
masyarakat suatu wilayah. Kota Malang termasuk wilayah dengan persebaran 
penyakit TB yang cukup tinggi di Jawa Timur. Kepadatan penduduk dan kondisi 
rumah yang tidak sehat juga sangat mempengaruhi keberadaan penyakit ini. 
Kepadatan penduduk di Kota Malang terus meningkat setiap tahunnya dari 
820.243 jiwa di tahun 2010 menjadi 851.298 jiwa pada tahun 2015.26 Hal itu juga 
menjadi salah satu faktor penyebaran TB yang sangat cepat di Kota Malang.  
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian 
ini dilakukan untuk meneliti tentang bagaimana implementasi kerjasama antara 
Global Fund dan PP ‘Aisyiyah dalam menanggulangi penyakit TB khususnya di 
Kota Malang.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kerjasama antara Global Fund 
dengan PP ‘Aisyiyah dalam menanggulangi Tuberkulosis di Indonesia pada tahun 
2014-2016 khususnya di Kota Malang? 
 
                                                 
25 Ibid. 
26 BPS Kota Malang, Malang Dalam Angka 2015, hlm.33, diakses dalam 
http://disnaker.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/19/2017/06/Kota-Malang-Dalam-
Angka-2015.pdf (5/3/2017, 10:12 WIB). 
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1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 
kerjasama antara Global Fund dan PP ‘Aisyiyah dalam menangani permasalahan 
TB di Kota Malang. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Akademis 
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan keilmuan dalam kajian 
tentang kerjasama aktor INGO dengan NGO serta kajian tentang pemberdayaan 
perempuan. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diarapkan memberikan gambaran tentang 
bagaimana implementasi kerjasama antara Global Fund dan PP ‘Aisyiyah dalam 
konteks Kota Malang, mengingat angka kasus penemuan TB di Kota Malang 
cukup tinggi. 
 
1.5 Penelitian Terdahulu 
Dalam melakukan penelitian, penulis melihat hasil penelitian terdahulu yang 
mempunyai kesamaan tema dan bahasan dengan tema yang telah ditetapkan oleh 
penulis. Salah satunya seperti skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rhomi Huseini 
yang berjudul Kerjasama Indonesia Dengan Global Fund Mencapai MDGS 2015 
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Dalam Penanganan HIV dan AIDS.27 Penelitian ini menjelaskan komitmen 
Indonesia dalam upaya penanggulangan HIV dengan berpartisipasi dalam 
beberapa pertemuan di tingkat regional maupun internasional. Penelitian ini juga 
menjelaskan upaya yang dilakukan Global Fund dengan cara memberikan 
bantuan berupa dana hibah melalui beberapa putaran mulai dari putaran 1, putaran 
4, putaran 8, dan putaran 9.  
Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi 
kerjasama sebuah organisasi keuangan internasional yaitu Global Fund dalam 
misinya menarik dan menyalurkan sumber daya tambahan guna menangani 
penyakit HIV AIDS, TB, dan Malaria kepada negara-negara di dunia. Indonesia 
merupakan salah satu negara penerima bantuan dari Global Fund yang telah 
bekerjasama hampir 10 tahun untuk menjalankan kepentingan di antara kedua 
pihak dalam penanganan permasalahan HIV AIDS. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif dan menggunakan konsep organisasi internasional.  
Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang 
kerjasama Indonesia dengan Global Fund. Sedangkan untuk perbedaan dengan 
penelitian penulis terletak pada permasalahan fokus penyakit. Penelitian ini lebih 
berfokus kepada penyakit HIV sedangkan penelitian penulis lebih berfokus 
kepada penyakit TB. Perbedaan selanjutnya, terletak pada periode pemberian 
dana. Penelitian ini menjelaskan pemberian dana pada putaran 4, 8, dan 9. 
Sedangkan penulis meneliti pemberian dana pada tahun 2014-2016. 
                                                 
27 Ahmad Rhomi Huseini, 2012, Kerjasama Indonesia Dengan Global Fund Mencapai MDGS 
2015 Dalam Penanganan HIV dan AIDS, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 
diakses dalam http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t23928.pdf, (13/11/2016, 10:46 WIB). 
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 Selanjutnya, Jurnal Skripsi yang berjudul Kerjasama United Nation Office 
On Drugs And Crimes (UNODC) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam 
Menangani Perdagangan Narkoba Di Indonesia.28 Penelitian Kiki Rizqi Andini 
tersebut menjelaskan bahwa pemasaran narkoba di Indonesia semakin meluas 
karena disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, pengguna narkoba yang 
melakukan permintaan narkoba impor kepada pengedar gelap. Kedua, para 
pengedar gelap melihat Indonesia sebagai wilayah yang strategis, yang 
mempunyai pulau-pulau terpisah antara satu dengan lainnya. Ketiga, perubahan 
teknologi yang semakin canggih serta tersedianya alat transportasi membuat 
imigran gelap secara mudah memasuki wilayah Indonesia. Keempat, kemajuan 
arus globalisasi yang melahirkan teknologi serta internet yang semakin maju 
sehingga pengedar narkoba dapat secara mudah untuk mencapai targetnya. 
Kelima, adanya pengiriman paket gelap narkoba yang pengirimannya diselipkan 
di dalam kontainer. Keenam, adanya pengawasan yang kurang ketat, sehingga 
penyebaran narkoba di Indonesia terjadi dengan mudah. 
 Andini juga menjelaskan peran UNODC membantu negara anggota yang 
tegabung dalam PBB, yakni untuk mengontrol kejahatan narkoba, salah satunya di 
Indonesia. Indonesia bergabung dengan UNODC pada 18 Desember 2003. 
Program UNODC yang diberikan untuk Indonesia dalam memberantas drugs 
trafficking yaitu Indonesia Smart Programme. Program yang telah dikembangkan 
dalam kemitraan dengan instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan badan PBB ini 
                                                 
28 Kiki Rizqi Andini,2015, Kerjasama United Nation Office On Drugs And Crimes (UNODC) 
Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkoba Di Indonesia, Jurnal 
Skripsi, Vol.3, No.2, 2015: 233-244, Samarinda: Universitas Mulawarman, diakses dalam 
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/7594/7266, (11/3/2017, 15:06 WIB). 
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diharapkan dapat membantu Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan dan 
perdagangan narkoba. 
  Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang 
bagaimana organisasi internasional bekerjasama dengan suatu negara untuk 
menangani suatu permasalahan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis 
terletak pada organisasi internasional dan objek penelitian. Penelitian Andini 
menggunakan organisasi UNODC yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. 
Sedangkan penelitian penulis menggunakan organisasi Global Fund yang 
bekerjasama dengan PP ‘Aisyiyah khususnya dalam bidang kesehatan.  
Penelitian terdahulu yang ketiga didapatkan dari Jurnal Hubungan 
Internasional karya Tahta Dika Rahardianto yang berjudul Kerjasama UNODC-
Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Periode 2007-2013.29 Dika 
menjelaskan, kejahatan perdagangan mausia atau human trafficking dapat teradi di 
setiap negara. Para pelaku tindak kejahatan mempunyai cara terstruktur, seperti 
membuat pasar internasional untuk melakukan perdagangan manusia. Tindak 
kejahatan tersebut dilakukan karena dapat menghasilkan keuntungan yang besar. 
Selain itu keuntungan yang besar, perdagangan manusia dilakukan karena 
tigginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan seks secara komersial dan juga 
kebutuhan buruh dengan harga yang terjangkau. 
Dika juga menjelakan laporan dari International Organization of Migration 
(IOM) yang mengungkapkan bahwa di Indonesia, tingkat korban kejahatan human 
                                                 
29 Tahta Dika Rahardianto, 2015, Kerjasama UNODC – Indonesia Dalam Memerangi 
Perdagangan Manusia Periode 2007-2013, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.01, No.02, Tahun 
2015: 64-69, Semarang: Universitas Diponegoro, diakses dalam ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/8796/8546, (11/3/2017, 21:20 WIB). 
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trafficking pada tahun 2005 hingga 2013 terjadi sebanyak 6.432 orang. Korban-
korban tersebut mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Sebanyak 700 warga 
negara Indonesia menjadi korban human trafficking setiap tahunnya. Korban 
tersebut umumnya dipaksa untuk bekerja dan tidak pernah mendapatkan haknya. 
Bentuk-bentuk eksploitasi yang nyata adalah para korban tersebut tidak 
diperbolehkan memegang gaji, eksploitasi waktu atau jam kerja juga kerap 
dialami oleh para korban, dan eksploitasi yang paling sering terjadi adalah 
kekerasan psikis para pekerja paksa. 
Lebih lanjut, Indonesia dengan UNODC menetapkan tiga kategori 
kerjasama dalam memerangi human trafficking, pertama, penguatan kebijakan 
hukum, adanya ratifikasi United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime dan The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking 
in Persons Especially Woman and Children yang mulai berlaku sejak 28 
September 2009. Hal itu menandakan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk 
memerangi segala bentuk transnational organized crime. Kedua, menjalin 
program-program kerjasama, seperti adanya program Indonesia Country 
Programme 2012-2015. Kerjasama ini berfokus pada permasalahan narkoba, 
terorisme, korupsi, serta kriminalitas lainnya.  
 Dika menggunakan metode penelitian kualitatif serta teori Liberalisme 
Institusionalisme, karena Liberalisme Institusionalisme dapat menjelaskan adanya 
kerjasama yang terjalin antara pemerintahan Indonesia dengan UNODC. 
Persamaan dengan penelitian penulis, adalah sama-sama ingin mengetahui 
bagaimana implementasi kerjasama yang terjalin antara dua aktor. Sedangkan 
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perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Dika berfokus kepada 
permasalahan narkoba dan aktor UNODC. Sedangkan penelitian penulis berfokus 
kepada masalah kesehatan dan Global Fund.  
Selanjutnya, Penelitian keempat adalah penelitian Jurnal Hubungan 
Internasional yang ditulis oleh Dyartha Anindya Nugraheni dengan judul 
Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan United Nations Office On Drug 
(UNODC) and Crime Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkoba Dari 
Iran ke Indonesia 2009 - 2013.30 Anindya menjelaskan bahwa perdagangan gelap 
narkoba telah menjadi permasalahan yang serius dan dialami oleh seluruh negara. 
Kasus kejahatan perdagangan gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat 
jumahnya. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti letak dan kondisi 
geografis Indonesia yang mempunyai banyak pulau sehingga mempermudah 
pengedar gelap narkoba untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia.  
Anindya juga menjelaskan tentang konvensi UNODC yang membahas 
secara lengkap tentang perdagangan gelap narkoba. Untuk menunjang 
pelaksanaan programnya, UNODC menjalin kerjasama dengan negara-negara 
yang mengalami kasus perdagangan gelap narkoba. Salah satu instansi Indonesia 
yang bekerjasama dengan UNODC adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). 
Kerjasama yang terjalin antara BNN dengan UNODC menghasilkan beberapa 
program. Pertama, membentuk kerjasama dengan pemerintah, seperti Polri, TNI, 
dan Dirjen Bea Cukai. Kedua, membuat titik pusat pengawasan, yaitu pelabuhan. 
                                                 
30 Dyartha Anindya Nugraheni, 2016, Kerjasama BNN dengan UNODC Dalam Menanggulangi 
Perdagangan Gelap Narkoba Dari Iran ke Indonesia 2009 - 2013, Jurnal Hubungan Internasional, 
Vol.2, No.3, 2016: 236-242, Semarang: Universitas Diponegoro, diakses dalam http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/jihi, (12/3/2017, 10:34 WIB). 
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Ketiga, melakukan pelatihan berbasis komputer untuk meningkatkan 
pengetahuan. Keempat, melakukan pengawasan terhadap kontainer-kontainer. 
Kelima, melatih tim pemberantas BNN untuk melakukan kursus pelatihan anti 
penyelundupan narkoba.   
Persamaan dengan penelitian penulis, adalah sama-sama meneliti tentang 
permasalahan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, persamaan juga terlihat pada 
bagimana dua aktor yang bekerjasama mempunyai beberapa program untuk 
mengatasi masalah yang terjadi. Sedangkan perbedaannya terletak pada kerangka 
pemikiran. Penelitian Anindya menggunakan teori Liberalisme Institusionalisme, 
yang berusaha menjelaskan kerjasama yang terjalin antara UNODC dengan BNN. 
Sementara itu, penelitian penulis menggunakan dua teori, yaitu teori Women in 
Development (WID) untuk menjelaskan PP Aisyyah sebagai gerakan perempuan 
dalam pembangunan, kemudian konsep kerjasama internasional yang digunakan 
untuk menjelaskan bagaimana implementasi kerjasama antara Global Fund dan 
PP ‘Aisyiyah. 
Penelitian terakhir berjudul Peran Pimpinan Pusat PP ‘Aisyiyah Dalam 
Pemberdayaan Politik Perempuan31 yang ditulis oleh Jajang Kurnia. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan teori pemberdayaan. 
Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai keberadaan PP ‘Aisyiyah sebagai 
organisasi perempuan Muslim. PP ‘Aisyiyah sebagai organisasi kemasyarakatan 
yang bernaung dengan organisasi induknya, Muhammadiyah tentu tidak terlibat 
                                                 
31 Jajang Kurnia, 2011, Peran Pimpinan Pusat PP ‘Aisyiyah Dalam Pemberdayaan Politik 
Perempuan, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, diakses dalam 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/327/1/101782-JAJANG%20KURNIA-
FISIP.PDF (5/12/2016, 19:23 WIB). 
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lebih jauh dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis. 
Program-program yang nyata di masyarakat mengenai peran PP ‘Aisyiyah sejak 
berdirinya hingga saat ini diantaranya di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, 
ekonomi dan kesehatan. PP ‘Aisyiyah juga turut serta mengajarkan kesadaran 
perempuan dalam politik sebagai responsivitas perubahan dan isu zaman.  
Organisasi PP ‘Aisyiyah memiliki beberapa amal usaha yang 
perkembangannya juga digunakan untuk memberdayakan perempuan. Selain itu, 
penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam ranah politik, perempuan boleh 
menjadi pejabat, wakil rakyat, atau bahkan kepala pemerintahan. Pemberdayaan 
politik perempuan dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, kampanye, 
penerbitan buku, dan lain-lain. Penelitian ini berusaha untuk menyoroti 
pemberdayaan perempuan oleh PP ‘Aisyiyah dalam bidang politik. Persamaan 
dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan “PP ‘Aisyiyah sebagai 
objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada bidang yang diteliti. 
Penelitian ini lebih berfokus pada bidang politik PP ‘Aisyiyah, sedangkan 
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1.6 Kerangka Konseptual 
1.6.1 Konsep Kerjasama Internasional 
Kerjasama internasional adalah suatu bentuk hubungan yang dilakukan oleh 
suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan 
masing-masing negaranya. Kerjasama internasional dilakukan dalam segala aspek 
kehidupan, seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, 
kesehatan hingga aspek keamanan. Kerjasama internasional bukan saja antar 
negara secara individual, akan tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung 
dalam sebuah organisasi atau lembaga internasional. Kerjasama merupakan salah 
satu kegiatan dalam dan luar negeri yang dapat dilakukan oleh suatu negara demi 
tercapainya tujuan suatu negara tersebut. 
Sejalan dengan kerangka di atas, Stanley Hoofman memandang bahwa 
perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional meliputi lima 
bagian, yaitu aktor (pelaku hubungan internasional), tujuan para aktor, power, 
hirarki interaksi, dan sistem internasional. Perubahan para aktor diindikasikan 
dengan perubahan bertambahnya jumlah dan sifat aktor. Selain terjadinya 
penambahan aktor negara, terjadi pula penambahan-penambahan yang signifikan 
pada jumlah aktor non negara, seperti Multi National Corporations (MNCs), non-
Governmental Organization (NGO), International non Governmental 
Organization (INGO), bahkan kelompok individu lintas batas negara. Interaksi 
yang dihasilkan oleh NGO dan INGO juga semakin rumit karena keterkaitan 
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mereka dalam isu yang begitu luas seperti kerjasama internasional, perdagangan 
internasional, perdamaian dunia, dan lain-lain.32 
Sementara itu, K.J Holsti menyatakan bahwa istilah suatu kerjasama dapat 
menimbulkan satu citra akan suatu organisasi internasional yang bekerja keras 
menyelesaikan suatu permasalahan. Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang 
berbeda. Interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang 
menghadapai masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. 
Menurut Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai pandangan 
bahwa ada dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat 
menghasilkan sesuatu serta pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa 
kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk 
mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.33 
Di sisi lain, Mark M Amstutz dalam bukunya yang berjudul International 
Conflict and Cooperation mengungkapkan bahwa dalam politik global, kerjasama 
internasional adalah kegiatan yang normal dan mempunyai tiga karakteristik. 
Pertama, kerjasama internasional adalah suatu aksi dari sebuah aktor (negara dan 
aktor non negara lainnya). Kedua, kerjasama melibatkan pengenalan dengan 
anggota lain, komitmen yang kuat antar anggota, dan saling berbagi tujuan. 
Ketiga, kerjasama harus menghasilkan keuntungan bagi para anggotanya.34  
                                                 
32 Anak Agung Banyu Perwita. Yanyan Mochamad Yani, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm: 11. 
33 K.J Holsti, 1983, Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, Terjemahan M. Tahir Azhari, 
Jakarta: Erlangga, hlm: 209-214. 
34 Mark R Amstutz, 1995, International Conflict and Cooperation, Amerika: Brown 
Communications. Inc, hlm: 74-75. 
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Berdasarkan beberapa pengertian kerjasama internasional di atas, dapat 
disimpulkan bahwa kerjasama internasional adalah suatu hubungan yang terjalin 
antara dua aktor atau lebih yang di dalamnya termasuk aktor negara atau aktor non 
negara yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kepentingan 
nasional dan memenuhi kebutuhan negaranya. Konsep kerjasama internasional 
digunakan oleh peneliti karena dirasa cocok untuk menjelaskan bagaimana 
implementasi kerjasama yang terjalin antara Global Fund dan PP ‘Aisyiyah. 
Global Fund yang merupakan aktor INGO menjalin kerjasama dengan PP 
‘Aisyiyah yang merupakan aktor NGO, memberikan bantuan dana kepada 
‘Aisyiyah untuk dikelola dalam memerangi penyakit TB di Indonesia.  
 
1.6.2 Konsep Women In Development (WID) 
WID muncul pada tahun 1970 sebagai respon dari pertumbuhan ekonomi dan 
sosial pembangunan yang tidak memberikan keuntungan kepada perempuan 
seperti keuntungan yang didapatkan oleh pria. WID lahir dari rasa kekecewaan 
terhadap progres pembangunan. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan arah 
kebijakan dan pendekatan dalam isu-isu perempuan. WID beranggapan bahwa 
perempuan bukan hanya sekedar Ibu dan perempuan mempunyai pengaruh yang 
pasif dalam pembangunan. Tapi perempuan adalah agen ekonomi dan 
berpatisipasi secara aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Perempuan memiliki 
kontribusi yang baik dalam pembangunan.35 
                                                 
35 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal: 58. 
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Pada tahun 1974, diadakan sebuah konferensi tentang pengintegrasian 
perempuan ke dalam ekonomi nasional yang diselenggarakan di Wesley College, 
dan biro WID mulai dibuka di United States Agency of International Development 
(USAID) tahun 1974, saat itulah disiplin ilmu baru tercipta seperti pengetahuan, 
kebijakan, sumber informasi, telah diciptakan dan diekspor guna mempengaruhi 
jutaan nasib perempuan di dunia. Sejak saat itu pula, secara serentak hampir 
semua negara memasukkan agenda WID ke dalam program pembangunan 
masing-masing. Departemen urusan perempuan pun menjadi mode dihampir 
semua pemerintahan.36 
Tujuan utama WID adalah bagaimana melibatkan perempuan dalam 
kegiatan pembangunan. WID berasumsi bahwa, penyebab keterbelakangan 
perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. 
Diskursus WID dimulai ketika pemerintah Amerika mengumumkan “The Percy 
Amendment to the 1973 Foreign Assistance Act” yang mencantumkan perlunya 
perhatian terhadap perempuan dalam pembangunan. Amandemen itu 
mempengaruhi PBB pada tahun 1974 yang kemudian memproklamirkan 
International Decade of Women (1976-1985).37  
WID berfokus kepada beberapa hal. Pertama, kesetaraan, Hak Asasi 
Manusia (HAM) dan isu-isu kesejahteraan, serta masalah perempuan dalam 
kemiskinan. Kedua, berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kontribusi ekonomi 
perempuan dalam pembangunan. Ketiga, menekankan pemberdayaan dan 
pembangunan global. Perempuan harus dapat mengontrol kehidupan mereka 
                                                 
36 Ibid. 
37 Ibid., hlm: 60. 
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sendiri dan harus mampu menyelesaikan konflik antara peran produktif dan 
reproduksi mereka. Perempuan harus berpartisipasi langsung dalam pembangunan 
dan kehidupan publik. 
WID bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perempuan, 
meningkatkan kesejahteraan dan status perempuan dan memperkuat lembaga-
lembaga pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang lebih baik terkait dengan 
isu-isu perempuan. WID memiliki enam komponen kerja yang meliputi:38 (a) 
meningkatkan produktivitas perempuan pertanian, pendapatan, dan tingkat gizi 
melalui penguatan layanan penyuluhan pertanian, dan koperasi; (b) meningkatkan 
keterampilan pedesaan perempuan, melalui promosi keterampilan membaca dan 
menghitung dasar; (c) mempromosikan keselamatan ibu dan memperkuat 
pelayanan keluarga berencana, dan memperluas sistem distribusi kontrasepsi; (d) 
mengembangkan informasi, pendidikan dan komunikasi untuk memperkuat 
kampanye pendidikan berkelanjutan pada sektor pertanian, kesehatan, keluarga 
berencana dan gizi; (e) memperkuat Biro Perempuan untuk kebijakan dan 
perumusan program; (f) menetapkan dana yang akan digunakan oleh Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) untuk proyek-proyek kecil dan program untuk 
membantu perempuan dan anak-anak. Dalam bidang kesehatan, WID berusaha 
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. 
                                                 
38  Indra Kertati, Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang, Riptek 
Vol. 9, Bo. 1, 2015, diakses dalam 
http://bappeda.semarangkota.go.id/packages/upload/kcfinder/upload/files/4.%20indra%20-
%20gender.pdf, (24/11/2016, 10:12 WIB). 
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Berdasarkan konsep WID, PP ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan turut 
berperan secara aktif dalam pembangunan. Berikut beberapa program PP 
‘Aisyiyah dalam pembangunan seperti:39  
1. Program Tabligh yang bertujuan untuk mengembangkan dakwah Islam di 
seluruh aspek kehidupan serta menguatkan kesadaran keagamaan bagi 
masyarakat untk mencapai masyarakat madani. Serta membangun kualitas 
aqidah, akhlak, ibadah dan mu’amalah di kalangan masyarakat yang 
berlandaskan nilai Qur’an dan sunnah melalui pesan-pesan yang bersifat 
pencerahan dan berkemajuan. 
2. Program Kesejahteran Sosial bertujuan untuk meningkatkan kepedulian 
dan usaha pelayanan bagi kaum mustadh’afin. Kegiatan berupa 
pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial yang dikelola PP 
‘Aisyiyah, penanggulangan bencana dan advokasi publik menyangkut 
kebijakan persoalan sosial.  
3. Program ekonomi dan Ketanagakerjaan bertujuan untuk mengembangkan, 
meningkatkan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat, baik melalui 
pengembangan wirausaha maupun pelatihan ketrampilan dan jaringan 
usaha. Serta membangun kesadaran dan perilaku ekonomi untuk 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga, umat dan masyarakat, 
antara lain dengan optimalisasi pendampingan dan pembinaan ekonomi 
melalui program Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA). 
                                                 
39 Program Majelis dan Lembaga PP ‘Aisyiyah, diakses dalam http://www.PP 
‘Aisyiyah.or.id/id/page/majelis&lembaga, (26/11/2016, 11:33 WIB). 
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4. Program Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan 
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan 
berupa pengelolaan dan pengembanan pusat layanan kesehatan yang 
dikelola oleh PP ‘Aisyiyah. Serta meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat, khususnya perempuan, bayi dan anak.  
Dalam bidang kesehatan, PP ‘Aisyiyah juga menjalin kerjasama dengan 
beberapa lembaga untuk mengatasi penyakit tertentu. Salah satunya seperti 
kerjasama dengan Global Fund. Kerjasama yang dijalankan antara PP ‘Aisyiyah 
dengan Global Fund berfokus kepada penanganan penyakit TB di Indonesia. 
Pengelolaan dana bantuan Global Fund diimplementasikan melalui beberapa 
program yang telah ditetapkan oleh PP ‘Aisyiyah, yang meliputi: (1) Melatih 
kader komunitas TB, (2) Pendampingan Pasien TB MDR, (3) Pendampingan 
tokoh agama, (4) Melatih Pengawasan Menelan Obat (PMO), (5) Peningkatan 
kapasitas komponen Civil Society, (6) Pendidikan kelompok masyarakat peduli 
TB, (7) Meningkatkan kapasitas lembaga dan tenaga kesehatan non pemerintahan, 
dan (8) Advokasi.40 
 
1.7 Metode Penelitian 
1.7.1 Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 
Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi berdasarkan kenyataan yang ada 
dan didukung oleh konsep yang digunakan dengan tujuan dapat menggambarkan 
                                                 
40 TB Care PP ‘Aisyiyah, Prioritas Kegiatan Program, di akses dalam http://www.TBarePP 
‘Aisyiyah.org/program/, (27/11/2016, 18:09 WIB). 
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penelitian secara tepat. Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan 
bagaimana implementasi kerjasama Global Fund dengan PP ‘Aisyiyah dalam 
menanggulangi masalah TB.  
 
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 
melalui wawancara dengan Kepala SSR ‘Aisyiyah Kota Malang Rully Narulita, 
Koordinator Program SSR ‘Aisyiyah Kota Malang Nenny Roostrianawaty, Staf 
Data Collection Rusdiana Kurniawati, dan Staf Finance Yayuk Widianah. Untuk 
mendukung temuan penelitian lapangan, pengumpulan data juga menggunakan 
data-data sekunder dari berbagai bahan seperti buku, jurnal, dokumen, dan lain-
lain.  
 
1.7.3 Teknik Analisa Data 
Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis menggunakan 
penggambaran persoalan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian menarik 
suatu kesimpulan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa 
data induksi, dimana data mengenai fenomena yang diteliti akan dikumpulkan, 
dipilah, dikelompokkan, dianalisis secara lengkap yang kemudian akan 






1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 
1.7.4.1 Batasan Waktu 
Ruang lingkup penelitian berguna untuk mempermudah dan membatasi 
penelitian agar data yang dikumpulkan tetap relevan dengan permasalahan dan 
tidak terlalu luas sehingga memerlukan batasan waktu. Ruang lingkup penelitian 
ini dimulai pada tahun 2014-2016 dimana periode ini merupakan periode lanjutan 
dari periode selanjutnya, yaitu pada tahun 2009-2014. Namun penulis juga akan 
menggunakan batasan waktu pada tahun 2009-2014 untuk gambaran awal 
bagaimana kerjasama Global Fund dan PP ‘Aisyiyah terjalin. Penulis juga akan 
menggunakan data di luar ketentuan waktu jika itu dirasa perlu dan dapat 
mendukung penelitian, serta mempunyai keterkaitan yang kuat dengan waktu 
yang telah ditentukan.   
1.7.4.2 Batasan Materi 
Batasan materi merupakan ruang bagi sebuah peristiwa yang meliputi 
cakupan materi dan daerah studi. Adapun batasan materi dari penelitian ini hanya 
berfokus pada implementasi kerjasama Global Fund dan PP ‘Aisyiyah dalam 
menanggulangi TB khususnya di Kota Malang.  
 
1.8 Argumentasi Dasar 
Global Fund adalah lembaga non pemerintahan internasional yang berperan 
untuk menampung dan menyalurkan dana hibah untuk mengatasi penyakit HIV-
AIDS, Malaria, dan Tuberkulosis. Kerjasama yang terjalin antara Global Fund 
dan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dalam menanggulangi TB telah melalui beberapa 
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periode. PP ‘Aisyiyah mempunyai Sub Recipient (SR) dan Sub-sub Recipient 
(SSR) untuk menyalurkan dana bantuan Global Fund yang berada di seluruh 
wilayah Indonesia. Sebagai entitas pelaksana, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) 
Kota Malang merupakan salah satu contoh SSR yang ada di Indonesia. Program 
penanggulangan TB diimplemantasikan dalam beberapa kegiatan seperti 
pembentukan kader TB yang bertugas untuk memberikan penyuluhan tentang TB 
dan pencarian suspek, pembentukan Pengawas Minum Obat (PMO), dan menjalin 
kerjasama dengan organisasi TB lainnya. 
 
1.9 Sistematika Penulisan 
BAB I berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar 
belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
argumentasi dasar, dan kerangka konseptual tentang konsep kerjasama 
internasional dan konsep Women in Development (WID). 
BAB II menjelaskan mengenai gambaran umum lembaga keuangan 
internasional Global Fund dalam memberikan bantuan dana untuk memerangi 
penyakit HIV AIDS, Malaria, dan Tuberkulosis, selanjutnya dalam bab ini juga 
akan dijelaskan mengenai gambaran umum organisai domestik yaitu Pimpinan 
Pusat ‘Aisyiyah, serta gambaran umum mengenai penyebaran penyakit 
Tuberkulosis di Indonesia dan juga di Kota Malang. 
BAB III berisi tentang penjelasan mengenai implementasi kerjasama yang 
terjalin antara Global Fund dan PP ‘Aisyiyah dalam penangulangan penyakit TB 
di Indonesia pada 2014-2016 khususnya di Kota Malang. Selain itu, dalam bab ini 
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juga dijelaskan mengenai skema pemberian dana bantuan oleh Global Fund untuk 
Indonesia serta penjelasan mengenai beberapa program SSR ‘Aisyiyah di Kota 
Malang dalam menanggulangi TB di Kota Malang. 
BAB IV menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan 
yang telah dibahas pada BAB I sampai BAB III. Selain itu, dalam bab ini juga 
dijelaskan mengenai rekomendasi untuk SSR ‘Aisyiyah Kota Malang serta saran 
untuk peneliti selanjutnya. 
 
